
DENGAN RAHJ\,!AT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 
.,=:.!>:1,ig.. a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Restoran sesuai 

ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 12 Bagian Keuga Paragrail Peraturan 
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor I Tahun 201 I reruang PaJak 
Daerah sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2012, peiaksanaannya secara teknis perlu 
diterapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. 
Jasa Boga/ Katering; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a diatas, Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak 
Restoran dan .Jasa Boga/Katering tersebut perlu diretapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

-=::gfllg-al I. Undang-Unctang Nomor 1-1 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah·daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa 
Barat (Belita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Repu biik Indonesia Tahun 200-! 
Nomor 5. Tambahan Lernbaran Negara Repubtik Indonesia 
Nomor 4355); 

3. Undang-U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lcrnbaran Negwa Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali ctiubah teraktnr 
dengan Unctang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 48441; 

&JetjtaCi &Jeka6e. 

PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR 14 TAHUN 2013 

TENTANG 
PEDOi\1AN TEKNIS PEL.<\KSANAAN PEMUNGUTAN 

PAJAK RESTORAN, JASA BOGA/KATERJNG 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah [Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7): 

4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20(µ ternang Penmbangan 
Keuangan Amara Pemerinrah Pusat dan Pemerintah Daerah 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200~ Nomor 126, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Komor "'"'38); 

::, vndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PaJak Daerah dan 
Retnbusi Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130" Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

6" Undang-Undarig Nomor 12 Tabun 2011 tentang Pembentukan 
Pernruran Perundang-Undangan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 44381; 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4578); 

8" Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenrang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerinrah, Pemerintahan Daerah 
Provmsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 

9 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jellis Pajak 
Daerah yang Dipunguc Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah 
acau Dibayar Sendiri oleh \Vajib Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153); 

JO. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tanun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 61; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Orgarusasi Perangkar Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah 
Kabu paten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerab 
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Kedua Atas Pcraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8); 



<ibal adalah pegawai yang diberi rugas tertenru di bidang perpajakan daerah 
<uas kcrcntuan peraturan perundang-undangan, 

-raruran Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk clan susunan produk 
ukum vang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupan. 

i.ci .U. saiuan Kerja Perangkat Daerah adalah yang melaksanakan Tugas 
k dan Fungsi Pemunguran Pajak Daerah. 

xerung Kas Umum Daerah adalah Rekerung ternpat penyimpanan uang 
~nil yang direruukan oleh Kepala Daerah uruuk menarnpung seluruh 
rnmaan daerah dan rnembayar seluruh pcngcluaran daerah pada bank yang 
-niukan. 

-""-'=Pcraturan uu yang dimaksud dengan : 
d.11 adalah Kabupaten Bekasi; 

~pa.._ Oaerah adalah auoau Bekasi: 

lJ1 Kerja Perangkar Daerah disingkar SKI'D adalah Organisasi Perangkat 
rh vang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungst Pemungutan PaJak 

-at 

MEMUTUSKAN : 

-- . .-,.,...i.," : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN 
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN, JASA BOGA/KATERING 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

15. Peraruran Bupau Bekasi Nornor 1-l B Tahun 2007 tentang 
Mckarusme Penyusunan Prociuk Hukurn Daerah di Lingkungan 
Pemenntah Kabupaten Bekasi !Berita Dacrah Kabuparen Bekas, 
Tahon 2007 l'iomor 14 BJ; 

16. Peraturan Bupau Bekasi Nomor .;5 Tahun 2011 tentang Petunjuk 
Tekms Perpaja.kan Daerah Kabupaten Bekasi tBerita Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 201 l Nomor -lSJ. 

13. Peraturan Daerah Kabupater, Bekasi xemor 4 Tahu:: 2012 
tentang Keteruban Umum rLembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 10 :2 Nornor 4}: 

1~ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 201, 
tentang Pa,_1ak Daerah sebagaimana idah rliubah de-ngun 

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Aras Peraturan Dacrah Nomor I Tahun lO 11 tentang 
Paiak Dacrah fLemharan Daerah Kabuparen B~kas, Tahun 2012 
~omor T 



n Pajak adalah jangka waktu I [satu) tahun kalender kecuah btla Wajib 
menggunakan rahun buku yang tidak sarna dcngan rahun kalender 
• .. ,,e tennang adalah paiak vang harus dibavar pada suatu saat, datarn 

,_.__. r,,1al{, dalan Tahun Pajak. atau dalam oagian Tahun Parak sesuai dengan 
.::::rn·uan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

· =emberuanuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD. adalah surat 
;i::g oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan pengnltungan dan 1a1au 

~t.anu-an pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, <Ian arau harta 
kewajtnan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

~Jaknn daerah. • 

>vrdl setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dismgkat SSPD. adalah buku 
crn:bayaran atau penyeroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 

...,,uhr atau telah dilakukan dengan cara lain ke rekentng kas umum daerah 
,1alu, tcmpai pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

"'"" Keretapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dismgkat SKPD, adalah surat 
1<,-te1apan pajak yang rneneruukan besarnya jurnlah pokok P<\)ak yang rerutang 

..... rat Keretapan Pajak Dae-rah Tambahan yang sdan_Jumya d1schm SK.PDT 
d~lah sura, kete1apan pajak vang dikeluarkan j1ka terdapat tambahan ob,ck 
,·cak yang sama seb~a1 AJ...,ba1 ditemukannya data baru atas ctasa.r Nota 
·rhaungan Pajak Daerah. 

l':tJak adalah jangka waktu 1 [saru] bulan kajender, yang rnenjadi dasar 
lo\a11b Pajak unruk mcnghitung. rncnyetor. dan melaporkan pajak yang 
t.mg 

-=:;:gµr,g Pajak adalah orang pnbadi atau badan vang bertanggung jawab 
pe:nbavaran pajak. terrnasuk wakil yang rnenjalankan hak dan memenuht 

baL ""Jtb pajalc sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

P;: .ak ... dalah orang pnbadi atau badan. melipuu pernbavar pajak. 
,,,..--,::--nr. paJilk. pemungur pajak. yang mempunyas hak dan kewanban 

,c~ua, dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpnjakan 

JQrrah. ~=g sclanjutnva disebut Pajak adalah korunbusi waJ1b ktJMda 
T"alll! terutang oleh pnbadi atau badan yang bersifar memaksa 

~ I.Jndang·t..:ndang. dengan adak mendapatkan irnbalan secara 
a:p;..~ dan drgunakan untuk keperluan Daerah bagi sebcsar-bcsarnya 

--==illtan rakyar, 
!'IiL~ ad.1l.1h pajak aias pelavanan yang drsediakan oleh restoran, 

talali f;1-~1:ll.:1~ penvedia makan .. in <l.10 1 .uau rmnum: .t •iPn:~..t!l 
,·a.ra.., \·,ing mencakup Juga rumah maxan. ruur1;,r .. 1 • -c • ar.nn. 

r -tn ~·· en-sn.. I.• P'!'' ,.., 1h ra su hn~. kaltT!ng_ 



Ketetapan Pdjak Daerah Kurang Bavar, yang ~lat1Jutmct ru, n~Mt 
-;;;;;.FOKli, ad.alah surai. ketetapan pajak vang menenrukan besarnva jumlah 
~=:tpaia,;. jumlah kredu pajak, jumlah kekurangan pernbavaran pokok pajak, 
xrn• va sanks. adrmmstrasr. dan jurnlah pajak yang rnasih harus dibayar. 

Kctf'Htpan PaJak Daerah Kurang aavar Tambahan. vang set..'\llJUtnYi• 
;::.,o:::;;:lalJ SI-PDKBT. adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan 

-· ,b pajak ,-nng telah duerapkan . 
..,....,.. ~c!apan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkal SKPDL8 . 
..:.u~ surru ketetapan pa;ak yang meneruukan 1umlah kclebihan pembayaran 
:;,,.;a 1t.1ttna1umlab kredit pajak lebih besar dari pada paJak yang terurang utau 
~a ndak terutang. 

~t~t.aran Pajak Daerah Nlhil, yang selanjutnya drsingkat SKPD:S ad,11ah 
~ . ..,. kete-apan pajak yang mcnentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

-!ah kredit paJak atau pajak tidak terutang dan ridak ada kredn paJal<- 
T e;iban Pajak Daerah, vang selanjutnya chsingkat STPD. ,,da!ah surat 
md:tkukan tagihan paJak dan/atau sanksi admuustrasi berupa bunga 

denda. 
Kepumsan Pembetulan adalab surat keputusan yang membetulkan 

==c!~n tulis, kesalahan hitung dau/atau kekehruan datam penerapan 
--··--~ tertentu dalam peraturan perundang--uodangan pt"rpajaknn da ... ra.h 

:atfa.pat dalam Surat Pembentahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan 
Daer.th Surat Keterapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketctapan 
l)at'I'lb Kurru1g Bayar Tamhahan. Surat Kctetapan Pajak Daerah Nihil . 

.... ·= F..cie· apan Pajak paeran Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah. Surat 
~;,..1:1.,-. ~ Pembetulan atau Surat Kcputusan Kebcratan. 
~~ Kerutusan Keb<:ratan adalah surat keputusan ams keberatan terhadap, 

K,·ctapan Pajak Daer>"th, Surat Kerctapan Pajak Daerah Kunmg Ba,ar. 
_, ·-·• Kc,etapan PaJak Daerah Kurang Bavar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak 

r-11111. Surat Ketetaprm Pajak Oaerah Lebih Bayar, arau rerbadap 
,,..,==!1'.:~an atau pemungutan oleh pihak keuga yang diaJukan oleh Wa11b P,\1ak 

:__:s.n Wajth Pajak adalah keadaan Wajib P-djak secara ndak sadar matt lupa 
kondiss iertentu sulir untuk menentukan p,hban dalam memenuh1 

• ban perpajakan 
~=c.J<.s.,.m adalah serangkaian kegiaran menghimpun clan m<'ngolah ,la,.., 

;ng.,n dan/atau bukti yang dilaksanakan secara ohJekuf dan protesionat 
:r,:~,-,u-kan suatu siandar pemeriksaan unltlk menguJi kepamhan p,menuhan 
.....-~n. perpajakan dan/atau tujuan lain daJam rangka indaksanakan 
.-nlt:13.'1 peraturan perundang-undang perpajakan. 

1::"'g;'al Jtk1nm adalah tanggal Stempel pos penerimaan. tanggal faksimilt. atau 
ha! disampaikan secara langsung adalab tanggal pada saat su1-at. 

tu"'111 atatl putusan disampaikan s,,cara langsung. 



;las.,r Pengenaan Pajak Restoran. Jasa Boga/Katenng adalah jurnlah 
,hayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima olch Restoran, Jasa 

~ Katcring, 
.mlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh 
,·oran. Jasa Boga/Katenng sebagaimana dimaksud ayat (I), termasuk d1 
amnya poiongan harga atau diskon. 

Pasal 5 

1ASAR PEKCENt\AN, TARIF DAN CARA PERH11'U;IICA'I PAJAI\ 

BAB Ill 

" .. "'-lap \Vajib P.ajak Restoran, Jasa Boga/Katering yang berusaha dan atau 
:sr k"-kan kcrjasama dengan Pihak Ketiga/Perusahaan-Perusahaan yang 
~. d1 Wilayah Kabupacen Bekasi Wajib membuat Nomor Pokok \Vajib Pajak 
';:;::rah fNPWPD) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Pa1ak Restoran, Jasa Boga/Katering adalah orang pribadi atau badan 
-,engusahakan Restoran, Jasa Boga/Katering. 

:;eJi: "'aJak Restoran. Jasa Boga/Katermg adalah orang pribadi atau badan 
l!""rnbeti makanan dan/acau mlnuman dari Restoran, Jasa Boga/!satering. 

Pasal 4 

1.-rma,;uk objek Pajak Resroran. Jasa Boga/Kmerir.g sebagaunana 
;:.:::.-':st:" j pada ayat (1) adalah pelayanan yang dise<l1akan oleb res,oran yang 

pen ualannya kurang dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. 

·,..-~ ~~k Restoran, ,Jasa Iloga/ Katering adalah pelayanan yang drsediakan 
Rrolo a.!', Jasa Boga/Katering. 

"'"=:.::c::=" yang drsediakan Restoran, Jasa Boga/ Katering sebagaimana 
::=:ak=. pada ayar (I), meliputi pelayanan penjualan makanan dan arau =~~=- -ang dikonsurnsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di rempat pelayanan 
~~= ""'onsumsi di tempat Jain. 

Pasal3 

~. Jasa Boga/Katering adalah Setiap pelayanan makanan dan •=..:-. m,,: disediakan oleb Restoran, Jasa Boga/Ka,ering dengan pembayaran. 

BAB II 

NAMA, OSJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK 

Pasal 2 

~:g;;:: cl. erena adalah tanggaJ stempel pos pengmman. tanggal Iaksimih. arau 
d!"enma secara langsung adalah tanggal pada SAAi surar, keputusan, 

~ duerima secara Jangsung 



.,_1ak Restoran, .Jasa Boga/Katcring dipungut di Wi!ayah Kabuparen Bekas,. 
-mungutan Pajak Restoran, Jasa Boga/Kater!ng yang mcnggunaxan rnedia 

-,~ngutan biU atau sejemsnya yang dipersamakan, media pungutan terscbur agar 
nperforasi terlebih dahulu rnelalui Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai 
·,-ng-.m rugas pokok dan Iungsinya. 
,asil pemunguran sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I) dan avat {21 disetorkan 
.;e Rekcning K<1s Urnum Daerah. 

BAB V 

TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN 

Pasal 11 

~ ib Pajak Restoran, Jasa Boga/Katering, wajib menyetor untuk membayar 
Pa ..k Restoran, .Jasa Boga/ Katering ke Rekcning Kas Umum Daerah. 

· •. eioran untuk membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (II dllak'Ukan 
pa. ng lama 15 (lima belas] hari kerja setelah berakhimya masa pajak, 
!.!.=i Pajak adalah jangka waktu I (satu] bulan kalender, yang menjadi dasar 
~ Wajib Pajak untuk menghitung, rnenyetor, dan melaporkan pajak yang 
:a- utang. 
'.'3b1la batas waktu penyetoran unruk membayar sebagaimana ayat {21 jaruh 

-...ia hari libur, maka batas wakru pernbayaran jatuh pada hari berikutnya . 
.. .arn hal Penyctoran uruuk membayar Pajak Resioran, Jasa Boga/Katermg 

..,,~ pelaksanaannyu dikerjasarnakan dengan tempo pembayaran scbagaimana 
:ll1, tertuang dalam komrak. penyetoran unruk mcmbayar Pajak Jasa 
.ga, Karering dibayarkan pada saat terjadi pemuayaran. 

Pasal 9 

Rtstoran. Jasa Boga/Katering dibayar atas pelayanan rnakanan dan mmuman 
sediakan oleh Restoran, Jasa Boga/ Karering. 

Pasal 8 

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN 

BABIV 

13i=irnv;> pokok Pajak Rest0ran, Jasa Boga/Kaccrin~ yang teruiang dihituns 

~ cara mengalikan tarif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 dengan 
essar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 
Pa;ak- Rt>Sio<-an, .Jasa Boga/Katering yang terutang dipungut ds wilayah daerah 
,..,,11,;r Hc~toran. Jasa Boga/Katering berlokasi dan/arau dirnana tempat 

rediakan dan mengolah makanan dan minuman. 

Pasal 7 

i'apk Rcstoran . .Jasa Boga Katenni?; ditetapkan sebesar 10 •. tseputun persem, 



N~SA.NAH YI\Sll'i 

ditetapkan di : Cikarang Pu sat 
pada tanggal : 3 Juli 3'13 

i-f BUPATI BEKASI,,,f' 

seuap orang mcngetahuinya. memenntahkan pengundangan Pcraturan Bupau 
engan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten BekasL 

iuran Bupau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal 12 

KETENTUANPENUTUP 

BAB VI 


